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Abstract: Ketimpangan akses terhadap keadilan
masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah
Indonesia, termasuk Lampung Utara. Kelompok
rentan seperti perempuan, anak, serta kader
Muhammadiyah sering menghadapi kekerasan dan
diskriminasi tanpa pendampingan hukum yang
memadai. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam
modermn yang berkomitmen pada nilai-nilai keadilan
sosial perlu mengambil peran strategis dalam
penguatan kapasitas masyarakat melalui program
bantuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk
menggambarkan strategi Muhammadiyah dalam
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui
pelatihan paralegal berbasis komunitas. Metode
pelaksanaan menggabungkan pendekatan
partisipatif, analisis  kebutuhan Iokal, serta
penggunaan model pembelajaran aktif. Hasilnya
menunjukkan bahwa pelatihan paralegal memberikan
peningkatan pemahaman hukum, keberanian dalam
advokasi, dan terbentuknya jejaring pendamping
hukum yang berbasis nilai-nilai keislaman progresif.
Artikel ini menyimpulkan bahwa pelatihan paralegal
bukan hanya bentuk pengabdian, tetapi strategi
transformatif untuk membumikan keadilan sosial di
tingkat akar rumput.

Paralegal, Muhammadiyah, Bantuan Hukum,
Keadilan Sosial, Lampung Utara, Participatory
Learning

Prinsip negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 menjadi pilar

fundamental bagi kehidupan bernegara di Indonesia. Pasal 1 ayat (3) menyatakan

bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang menegaskan bahwa segala

tindakan pemerintah maupun warga negara harus tunduk pada hukum. Prinsip ini

juga didukung oleh jaminan hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945. Namun,

idealisasi negara hukum yang berkeadilan masih menghadapi berbagai persoalan

serius di tingkat praksis. Akses terhadap keadilan belum menjadi hak universal; ia

masih menjadi privilese bagi kalangan tertentu, terutama mereka yang memiliki
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kekuatan ekonomi, pendidikan, dan sosial.!

Kesenjangan akses hukum sangat mencolok di wilayah-wilayah marginal,
seperti Kabupaten Lampung Utara. Dalam banyak kasus, kelompok masyarakat
miskin, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas kerap mengalami
diskriminasi sistemik dalam proses hukum. Mereka tidak hanya kesulitan memahami
prosedur hukum yang rumit, tetapi juga tidak memiliki kemampuan finansial untuk
menyewa penasihat hukum atau pengacara.? Ketimpangan ini menjadi lebih parah
ketika aparat penegak hukum kurang memiliki perspektif keadilan sosial dan
keberpihakan pada kelompok rentan. Akibatnya, hukum tidak lagi menjadi alat
perlindungan, melainkan bisa berubah menjadi instrumen represi bagi mereka yang

lemah secara struktural.?

Berbagai laporan menunjukkan bahwa ketimpangan hukum juga erat
kaitannya dengan rendahnya literasi hukum di tingkat akar rumput. Banyak
masyarakat di desa atau daerah pinggiran yang bahkan tidak mengetahui hak-hak
dasar mereka dalam menghadapi permasalahan hukum, baik pidana maupun
perdata. Ketidaktahuan ini membuat mereka rentan terhadap manipulasi dan
intimidasi dari pihak-pihak yang lebih berkuasa. Dalam konteks ini, keadilan
substantif menjadi sesuatu yang sulit diraih karena relasi kuasa antara negara dan

warga negara tidak seimbang.*

Menghadapi realitas tersebut, peran organisasi masyarakat sipil menjadi
sangat vital sebagai pelengkap bahkan korektif terhadap fungsi negara.
Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki
sejarah panjang dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial. Dengan prinsip
amar ma’ruf nahi munkar (mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran) serta
ta’awun (tolong-menolong), Muhammadiyah tidak hanya berkiprah di bidang
pendidikan dan kesehatan, tetapi juga dalam advokasi hak-hak sipil masyarakat
kecil> Pendekatan Muhammadiyah yang berbasis nilai Islam berkemajuan
memberikan kerangka etis dan moral dalam mendampingi kelompok lemah agar

mampu menyuarakan hak-haknya.

1 Mahfud MD. (2011). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

2 Leuw, E. D., & Santoso, A. (2012). Access to Justice in Indonesia: Toward a Responsive Legal System.
Leiden: Leiden University Press

3 Komnas HAM. (2019). Laporan Tahunan Komnas HAM. Jakarta: Komnas HAM RI

¢ Sihombing, Y. (2020). “Literasi Hukum dan Keadilan untuk Masyarakat Miskin.” Jurnal Hukum
dan Pembangunan, 50(1), 102-120

5 Alwi, Z. (2018). Islam dan Keadilan Sosial: Studi Pemikiran Sosial Muhammadiyah. Yogyakarta:
Suara Muhammadiyah
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Dalam semangat tersebut, Universitas Muhammadiyah Kotabumi mengambil
langkah konkret melalui program pengabdian masyarakat dengan menggagas
pelatihan paralegal berbasis komunitas. Program ini tidak hanya membekali kader
Muhammadiyah dengan pengetahuan dasar hukum, tetapi juga melatih mereka
untuk menjadi agen perubahan yang mampu menyampaikan bantuan hukum non-
litigasi kepada masyarakat sekitar. Pelatihan ini dirancang dengan pendekatan
partisipatif, berbasis kebutuhan masyarakat lokal, serta sensitif terhadap konteks
sosial dan budaya setempat.® Dengan demikian, paralegal komunitas diharapkan
menjadi garda terdepan dalam memperluas akses hukum di wilayah-wilayah yang

sebelumnya terabaikan.

Keberadaan paralegal berbasis komunitas menjadi strategi jangka panjang
dalam membangun sistem keadilan yang inklusif dan berkelanjutan. Paralegal bukan
hanya pelengkap aparat hukum formal, melainkan katalisator perubahan sosial yang
bekerja langsung di tengah masyarakat. Mereka berperan sebagai jembatan antara
hukum dan warga negara, menerjemahkan norma-norma hukum menjadi bahasa
yang mudah dipahami, serta memberikan dukungan moral dan strategis dalam
penyelesaian konflik. Inisiatif ini sejalan dengan pendekatan access to justice yang
menekankan pentingnya kehadiran sistem hukum yang responsif, partisipatif, dan

adaptif terhadap kebutuhan masyarakat marginal.”

Dengan membangun ekosistem bantuan hukum berbasis nilai, Universitas
Muhammadiyah Kotabumi tidak hanya menjalankan fungsi pengabdian akademik,
tetapi juga memperkuat mandat etis Muhammadiyah sebagai gerakan sosial
keagamaan. Program ini menjadi wujud nyata dari integrasi antara pengetahuan, nilai
keislaman, dan kepedulian sosial. Jika dikelola secara berkelanjutan dan diperluas
jangkauannya, inisiatif ini berpotensi membangun kesadaran hukum kolektif,
memperkuat daya tahan sosial masyarakat miskin, serta mempersempit jurang

ketimpangan hukum yang selama ini masih menjadi persoalan laten di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-

partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena sosial

¢ Fahruddin, F. (2021). “Peran Paralegal dalam Pemberdayaan Hukum Masyarakat Marginal”.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 7(2), 155-166.

7Nurdin, I, & Alimuddin. (2017). “Peran Perguruan Tinggi dalam Mewujudkan Keadilan Sosial
melalui Program Pengabdian”. Jurnal 1lmu Sosial dan Humaniora, 6(1), 45-60.
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secara mendalam dan memahami makna di balik pengalaman masyarakat dalam
mengakses bantuan hukum. Selain itu, pendekatan partisipatif digunakan untuk
melibatkan langsung masyarakat dan kader Muhammadiyah dalam proses
identifikasi masalah dan pemetaan solusi. Penelitian ini juga merupakan bagian dari
program pengabdian masyarakat berbasis riset (community-based research), yang

menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan objek pasif.

Hasil

A. Akar Masalah: Minimnya Literasi dan Infrastruktur Hukum

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten
Lampung Utara menjadi cerminan nyata lemahnya sistem perlindungan hukum di
tingkat lokal. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (DP3A) Kabupaten Lampung Utara, tercatat lebih dari 300 kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak terjadi hanya dalam enam bulan pertama tahun 2023.8
Namun, hanya sebagian kecil dari kasus tersebut yang berhasil diproses melalui jalur
hukum. Ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara laporan kasus dengan

penanganan hukum yang efektif.

Rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu faktor kunci yang
menyebabkan korban enggan melapor atau bahkan tidak memahami hak-haknya
sebagai warga negara. Banyak korban kekerasan, terutama perempuan dan anak,
mengalami trauma berlapis: selain dari tindak kekerasan itu sendiri, mereka juga
mengalami intimidasi, stigmatisasi sosial, dan kebingungan menghadapi prosedur
hukum yang rumit.’ Di sisi lain, ketakutan terhadap aparat penegak hukum masih
menjadi realitas sosial yang dominan, terutama di kalangan masyarakat miskin dan
kelompok rentan. Aparat sering kali dianggap lebih dekat dengan pelaku yang

memiliki kekuasaan atau jaringan sosial, ketimbang dengan korban.™

Lebih jauh, ketiadaan mekanisme pendampingan hukum yang berpihak dan
responsif memperburuk situasi tersebut. Banyak komunitas lokal tidak memiliki
akses terhadap lembaga bantuan hukum, apalagi pendampingan berbasis nilai dan

budaya lokal. Kondisi ini menciptakan ruang kosong yang diisi oleh pembiaran,

8 DP3A Lampung Utara. (2023). Laporan Semester I: Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
Kotabumi: Dinas PPPA

® Nurhasanah, N. (2021). “Literasi Hukum Perempuan dan Hambatan Akses Keadilan.” Jurnal
Perempuan dan Hukum, 9(1), 55-72.

10 Komnas Perempuan. (2022). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2022. Jakarta:
Komnas Perempuan
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bahkan ketidakpercayaan terhadap hukum. Dalam konteks ini, tidak adanya
kehadiran paralegal komunitas yang aktif memperkuat posisi korban menjadi

penghambat utama dalam upaya mewujudkan keadilan substantif.!

Situasi ini tidak hanya terjadi dalam konteks kekerasan domestik, tetapi juga
dalam ranah publik seperti demonstrasi dan ibadah. Sejumlah kader Muhammadiyah
di Lampung Utara melaporkan telah mengalami kekerasan fisik saat menyuarakan
pendapat dalam ruang publik maupun bentuk diskriminasi saat melaksanakan
aktivitas keagamaan.!? Namun laporan tersebut kerap kali tidak ditindaklanjuti secara
serius oleh aparat, bahkan kadang direspons dengan sikap sinis atau intimidatif.
Akibatnya, banyak kasus yang akhirnya berujung pada sikap diam —bukan karena
masalah selesai, tetapi karena masyarakat tidak melihat adanya jalur legal yang dapat

mereka tempuh secara aman dan bermartabat.!?

Ketiadaan saluran hukum yang adil dan transparan ini telah melahirkan
budaya diam (culture of silence) dan sikap pasrah di tengah masyarakat. Dalam
jangka panjang, kondisi ini berpotensi melanggengkan kekerasan struktural dan
ketimpangan sosial, serta memperkuat dominasi kelompok kuat terhadap kelompok
lemah. Padahal, keadilan sejati mensyaratkan keberanian untuk memperjuangkan
hak, serta sistem yang memberi ruang bagi suara-suara marginal.'* Inilah alasan
mendesak mengapa sistem pendampingan hukum berbasis komunitas menjadi
sangat penting, terutama dengan melibatkan aktor sosial keagamaan seperti kader

Muhammadiyah yang memiliki legitimasi moral di tengah masyarakat.

B. Paralegal sebagai Strategi Intervensi Sosial
Pelatihan paralegal menjadi solusi strategis untuk menjawab kekosongan
bantuan hukum di tingkat akar rumput, terutama di wilayah-wilayah yang tidak
terjangkau oleh layanan hukum formal. Dalam konteks Kabupaten Lampung Utara,
di mana akses terhadap pengacara dan lembaga bantuan hukum sangat terbatas,
kehadiran paralegal komunitas sangat krusial. Paralegal adalah individu dari
masyarakat yang meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum formal,

namun dibekali dengan pengetahuan dasar mengenai hukum, hak asasi manusia,

11 Fahruddin, F. (2021). “Peran Paralegal dalam Pemberdayaan Hukum Masyarakat Marginal.”
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 7(2), 155-166.

12 Laporan Internal Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Lampung
Utara, 2023.

13 Sihombing, Y. (2020). “Struktur Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” Jurnal
Hukum dan Pembangunan, 50(3), 310-327.

14 Galtung, J. (2011). Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. Oslo:
PRIO Press.

1166



Vol. 04, No. 08, Agustus, 2025, pp. 1162 -1171

serta keterampilan advokasi dan mediasi yang kontekstual.’® Keberadaan mereka
merupakan bentuk desentralisasi akses hukum dan pendekatan keadilan yang lebih

inklusif.

Melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah
Kotabumi, para kader Muhammadiyah dilatih tidak hanya untuk memahami norma
dan peraturan hukum, tetapi juga untuk menjalankan peran sebagai fasilitator hukum
dalam komunitasnya. Pelatihan ini mengajarkan prinsip-prinsip dasar hukum
pidana, perdata, hukum keluarga, perlindungan anak, hingga hukum administrasi
desa, disertai dengan pelatihan etika pendampingan dan teknik komunikasi
advokatif.” Dengan demikian, paralegal tidak sekadar berperan sebagai penyampai
informasi hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pendamping, dan pemberdaya

masyarakat.

Pelatihan ini juga dirancang sebagai upaya membangun kesadaran hukum
kolektif di tengah masyarakat. Para kader didorong untuk memfasilitasi diskusi
hukum di tingkat komunitas, menyelenggarakan konsultasi hukum gratis, serta aktif
mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran yang selama ini luput dari perhatian
hukum formal. Selain itu, mereka dilatih untuk menjadi penghubung antara
masyarakat dan lembaga bantuan hukum, aparat penegak hukum, serta pemerintah
desa, sehingga menciptakan jaringan pendampingan hukum yang berbasis

komunitas dan berkelanjutan.!”

Peran paralegal ini bersifat preventif sekaligus represif. Secara preventif,
mereka memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar tidak terjerumus pada
praktik-praktik yang melanggar hukum, seperti pernikahan anak, kekerasan dalam
rumah tangga, atau kriminalisasi akibat ketidaktahuan hukum. Sementara secara
represif, mereka siap mendampingi korban pelanggaran hukum dalam proses
pelaporan, mediasi, hingga fasilitasi ke lembaga terkait.’® Model ini menempatkan
paralegal sebagai aktor perubahan sosial yang bekerja dari dalam komunitas, bukan
sebagai perpanjangan tangan negara, melainkan sebagai ekspresi dari kepedulian

sosial berbasis nilai keadilan.

15 LBH Jakarta. (2022). Panduan Pelatihan Paralegal Berbasis Komunitas. Jakarta: Lembaga Bantuan
Hukum Jakarta.

16 Fahruddin, F. (2021). “Model Pelatihan Paralegal dalam Pemberdayaan Hukum di Daerah
Marginal.” Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 7(2), 155-166.

17 Yamin, H. (2019). “Peran Strategis Paralegal dalam Advokasi Keadilan Sosial.” Jurnal Hukum
dan Masyarakat, 14(1), 45-59.

18 Komnas HAM. (2021). Pedoman Pendampingan Hukum Berbasis Masyarakat. Jakarta: Komnas
HAM RI.
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Dengan keberadaan paralegal komunitas, hukum tidak lagi menjadi milik
segelintir elit atau aparat negara, melainkan menjadi alat pembebasan dan
perlindungan yang dapat diakses oleh semua warga, termasuk mereka yang selama
ini termarjinalkan. Hal ini sangat sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan
pendekatan access to justice yang menekankan pada pentingnya ketersediaan bantuan
hukum dalam bentuk yang mudah diakses, relevan secara kultural, dan efektif secara

sosial.”?

C. Pembelajaran Partisipatif dan Transformasi Kultural

Pendekatan experiential learning yang digunakan dalam pelatihan ini
mencerminkan perkembangan paradigma pendidikan pasca-2011, di mana
pembelajaran tidak lagi bersifat satu arah, tetapi menjadi proses dialogis dan
transformatif. Merujuk pada teori Kolb dan pembaharuan pedagogi kritis setelah era
2010-an, pembelajaran yang berbasis pengalaman (learning by doing) semakin
ditekankan sebagai metode yang efektif untuk menciptakan kesadaran kritis (critical
consciousness) dan perubahan perilaku sosial.??! Dalam konteks pelatihan ini, peserta
tidak hanya berperan sebagai penerima pengetahuan, tetapi juga sebagai subjek yang

aktif merefleksikan realitas sosial dan mengkonstruksi makna secara mandiri.?

Melalui metode seperti role playing, diskusi kelompok, dan simulasi kasus,
pelatihan ini mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip
pembelajaran orang dewasa (andragogi) yang berkembang kuat setelah 2011.
Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, melainkan pada
proses internalisasi nilai dan praktik sosial yang relevan dengan kehidupan peserta.?®
Dalam role playing, misalnya, peserta mengalami langsung dilema moral dan konflik
sosial yang mereka hadapi di komunitas, yang kemudian diikuti dengan diskusi
reflektif.* Proses ini memungkinkan mereka melihat kembali posisi, privilese, dan

tanggung jawabnya dalam membela keadilan sosial secara kontekstual.

Evaluasi hasil pelatihan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman

1 UNDP Indonesia. (2017). Access to Justice in Indonesia: Recommendations for Legal Empowerment
Programs. Jakarta: United Nations Development Programme.

20 Kolb, D. A. (2015). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development.
Pearson Education. (Edisi revisi setelah 2011 menegaskan pentingnya refleksi kritis dan konteks sosial).

2t Mezirow, J. (2012). Transformative Learning Theory. In Handbook of Adult and Continuing Education
(2nd Ed.), pp. 114-128. Jossey-Bass.

22 Freire, P. (2013). Pedagogy of the Oppressed (50th anniversary edition). Bloomsbury Academic.

2 Knowles, M. S., Holton I11, E. F., & Swanson, R. A. (2015). The Adult Learner: The Definitive Classic
in Adult Education and Human Resource Development. Routledge.

24 Brookfield, S. D. (2017). Becoming a Critically Reflective Teacher. Jossey-Bass
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peserta terhadap hukum dasar dan mekanisme advokasi —suatu capaian yang selaras
dengan kebutuhan penguatan kapasitas komunitas di era pascareformasi. Tidak
hanya memahami kerangka hukum secara normatif, peserta juga mampu membaca
konteks sosial-politik di balik pelanggaran hak yang terjadi. Hal ini menunjukkan
bahwa experiential learning bukan sekadar metode pelatihan, tetapi juga strategi
pemberdayaan yang relevan dengan tantangan masyarakat sipil kontemporer, seperti

krisis demokrasi, pelemahan institusi hukum, dan meningkatnya ketimpangan sosial.

Selain peningkatan pengetahuan, pelatihan ini juga berhasil menumbuhkan
keberanian peserta untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami atau
saksikan di komunitasnya. Ini merupakan dampak dari pendekatan pelatihan yang
memprioritaskan keamanan psikologis (psychological safety), keberpihakan pada
pengalaman hidup peserta, serta pengakuan terhadap pengetahuan lokal sebagai
bagian dari proses belajar®. Keberanian ini terlihat dari munculnya inisiatif individu
maupun kolektif setelah pelatihan, seperti pembentukan kelompok advokasi warga,
kolaborasi dengan organisasi bantuan hukum, dan penyusunan rencana aksi berbasis

komunitas.

Dampak penting lainnya yang menegaskan pendekatan pasca-2011 dalam
kerja-kerja pemberdayaan adalah terbentuknya jaringan solidaritas antar PCM
(Penggerak Komunitas Muda) sebagai aktor-aktor perubahan sosial. Dalam proses
pembelajaran kolaboratif, peserta menemukan ruang untuk saling menguatkan,
bertukar strategi, dan membangun identitas kolektif sebagai pembela hak asasi
manusia di tingkat akar rumput. Solidaritas ini menjadi fondasi penting untuk
keberlanjutan gerakan keadilan sosial, sekaligus membuktikan bahwa pelatihan
semacam ini tidak hanya membentuk kapasitas teknis, tetapi juga menciptakan
komunitas praksis (community of praxis) yang mampu bertransformasi dan

mentransformasikan lingkungannya.

Kesimpulan

Pelatihan paralegal berbasis komunitas Muhammadiyah di Lampung Utara
menjadi model pemberdayaan hukum yang efektif dan berkelanjutan. Program ini
bukan hanya memperkuat literasi hukum kader, tetapi juga menciptakan sistem
perlindungan hukum yang lebih dekat dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Inisiatif
ini menunjukkan bahwa solusi atas ketimpangan keadilan tidak harus selalu datang
dari atas, tetapi bisa dibangun dari bawahmelalui gerakan kolektif berbasis nilai

keislaman dan keadaban.
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Ke depan, model pelatihan ini perlu direplikasi di wilayah lain, diperluas
kemitraannya dengan lembaga hukum, dan diperkuat dengan digitalisasi layanan (e-
legal consultancy). Dengan demikian, keadilan bukan lagi sekadar wacana elite, tetapi

menjadi milik setiap wargaterutama mereka yang selama ini terpinggirkan.
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